PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN 







Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka dapat 
disimpulkan bahwa aturan-aturan hukum yang dapat dipakai untuk 
memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan 
dalam pacaran dilihat berdasarkan usia korban, bila anak berusia dibawah 
umur 18 tahun menjadi korban maka  dikenakan Undang-undang Nomor 35 
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 76D dan 76E, dan atau bila korban 
berusia diatas 18 tahun maka menggunakan Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana dan akan dikenai Pasal 351 KUHP, 352 KUHP dan 354 KUHP untuk 
kejahatan penganiayaan, Pasal 310 KUHP dan 315 KUHP tentang kekerasaan 
verbal, Pasal 285 KUHP, 289 KUHP tentang kekerasan seksual, dan pada 
Pasal 47 ayat (1) KUHP jika pelakunya anak yang masih dibawah umur 
hukuman pidananya dapat dikurangi sepertiga. Seorang anak yang menjadi 
pelaku tindak pidana maka aturan hukum yang dipakai menurut Undang-
undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU 
SPPA) dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu : Sanksi tindakan dikenai Pasal 





pelakunya anak berumur diatas 18 tahun maka diterapkan sanksi pidana sesuai 
dengan tindak pidana yang dilakukannya. 
B. Saran  
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mengajukan saran 
kepada aparat penegak hukum agar harus lebih cermat lagi dalam 
menganalisis  perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan 
dalam pacaran dilihat berdasarkan usia korbannya, serta jenis perbuatannya 
apa dan harus ada peraturan yang lebih jelas atau memadai karena hasil 
putusan selama ini korban belum mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa 
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